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Abstrak
Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan dapat menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia namun sering kesulitan untuk diadili karena salah satunya ada rasa enggan korban untuk melaporkannya, hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya malu di dalam lingkungan masyarakat. Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemerkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Pemberitaan mengenai pemerkosaan terhadap pria di Indonesia masih menyiratkan rasa keheranan dan/atau lelucon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerkosaan pada hukum pidana yang berlaku di Asia Tenggara dan untuk menganalisis apa perlindungan hukum terhadap pria yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki konsep perkosaan yang sama, yaitu adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita, perbedaannya terdapat pada kategori umur korban perkosaan di ketiga Negara tersebut. Perlindungan hukum kepada pria secara umum dapat berupa pelayanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut berlaku untuk korban wanita maupun pria.
Kata Kunci: Pemerkosaan, Perlindungan Hukum, KUHP.
Abstract

 The crime of rape is one of the crimes against human rights. Rape crimes are a form of crime that is detrimental and can cause anxiety to the community, rape often occurs in Indonesia but often difficult to try because them there is a reluctance of victims to report it, it is because there is still a culture of shame in the community. Rape against a man is a form of rape with the victim being a man. Although several major cases of rape against men have been exposed to the media, widespread rape is still considered a crime against women. The news of the rape of men in Indonesia still implies a sense of astonishment and/or jokes. The objectives of this study are to analyzing the concept of rape crimes in southeast Asia and to analyze what legal protections against men who are victims of rape crimes. The type of research used is normative legal research, the approach method used is in the form of a comparative approach and a conceptual approach, legal material collection techniques consist of primary legal materials and materials. Secondary law, legal material analysis techniques with prescriptive methods. The results of this study stated in Indonesia, Malaysia and Singapore have the same concept of rape, that is the element of violence, without the consent of the woman, the occurrence of penetration, and the victim is a woman, the difference is in the age category of rape victims in all three countries. Legal protection to men, in general, can be in the form of health services and human rights protection following the provisions in the legislation that applies to victims of women and men.
Keywords: Rape, Legal Protection, Penal Code.

PENDAHULUAN
Menurut hukum Romawi, perkosaan berasal dari konsep “raptus” yang diartikan sebagai “membawa seorang wanita dengan paksa” dan penculikan yang dilaukan bukan kehendak dari pihak wanita. Pada jaman Romawi, hubungan seksual (sexual intercourse) bukan merupakan unsur utama dalam suatu perbuatan perkosaan, melainkan kehilangan property dari pemiliknya (suami) yang menjadi poin utama terjadinya suatu perbuatan perkosaan. Pada jaman sebelum kekaisaran Constantine, perkosaan hanyalah urusan private antara pemerkosa dan si pemilik property, akan tetapi Constantine merevisi dan memasukkan sanksi pidana mati terhadap perbuatan seorang pemerkosa. Dalam hukum Romawi, perkosaan diartikan sebagai penculikan atau membawa paksa seorang wanita. 

Pemerkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat cepat meningkat di Indonesia dan dalam hitungan jam perbuatan tersebut bisa memakan banyak korban termasuk anak-anak, orang dewasa, bahkan lanjut usia, kejahatan pemerkosaan ini pun sering terjadi di banyak negara lainnya. Dampak atau kerugian terhadap korban yang mengalami atau menerima kejahatan seksual tersebut, antara lain berdampak pada psikis dan mental sang korban. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban(Irfan 2001). 

Tindak pidana pemerkosaan juga berkaitan dengan budaya dan struktur sosial masyarakat. Dalam kasus perkosaan, semua orang bisa menjadi pelaku terjadinya tindak pidana tersebut tanpa melihat umur, pendidikan, dan status seseorang. Menurut pendapat ahli Soetandyo Wignjosoebroto, Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Wignyosoebroto 1995). Dalam pendapat tersebut hanya menjelaskan bahwa perkosaan di lakukan oleh pria ke wanita, akan tetapi dengan berkembangnya jaman, tidak menutup kemungkinan seorang wanita melakukan perkosaan terhadap pria. 
Pemerkosaan berbeda dengan halnya perbuatan cabul, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual. Menurut Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H dalam seminar proposal mahasiswa yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan cabul adalah kejahatan seksual yang korbannya “anak”, (contohnya: perbuatan dicium, memegang di area terlarang pada anak); Kekerasan seksual yaitu kejahatan seksual yang korbannya adalah orang dewasa, (contohnya: memegang area terlarang); Pelecehan seksual, suatu perbuatan secara verbal (dengan ucapan) atau hanya siulan saja, tanpa adanya tindakan (non-verbal); sedangkan Pemerkosaan adalah kejahatan seksual yang harus terdapat unsur penetrasi dan tanpa adanya persetujuan.
Dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan pemerkosaan dan pencabulan. Keseluruhan dari kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019 berfluktuasi.
Gambar 1.1 Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Gambar 1.2 Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Polda tahun 2019
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Pada gambar pertama di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2017 kejahatan terhadap kesusilaan mencapai angka 5.513 kejadian, tahun 2018 angka tersebut menurun menjadi 5.258 kejadian, dan pada tahun 2019 angka tersebut mengalami penurunan lagi menjadi 5.233 kejadian. Pada grafik kedua terlihat jelas bahwa di tahun 2018 Polda Jawa Barat adalah wilayah dengan angka jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu total 465 kejadian. Posisi kedua dan posisi ketiga adalah wilayah Polda Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, yaitu sebanyak 371 dan 333 kejadian(Statistik 2020).

Adapun beberapa kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap seorang pria di Dunia yang dirangkum dalam kutipan dari Kaskus.co.id(Kaskus 2017), dan pada penelitian ini penulis mengambil salah satu kasus yang terjadi di Rusia. Kasus tersebut terjadi di Kota Meshchovsk, Rusia dimana seorang wanita bernama Olga (sebagai pemilik toko) memperkosa seorang pria yang telah mencoba untuk merampok ditokonya, kejadian tersebut berlangsung pada hari sabtu tanggal 14 maret 2009. Kasus tersebut berawal pada saat pria bersenjata bergegas untuk masuk ke sebuah toko dan meminta hasil pendapatan toko hari itu, pada saat Olga hendak memberikan uang pendapatannya, Olga meninju pria itu hingga terjatuh dan mengikatnya lalu menyekap pria itu ke dalam ruangan dan mengatakan kepada para karyawannya bahwa Olga akan menelepon polisi. Saat keadaan toko sudah kosong, Olga mendatangi pria tersebut kemudian meminta untuk melepaskan celana dan mengancam akan menyerahkan pria itu ke polisi apabila menolak permintaan Olga. Setelah itu Olga memperkosa pria tersebut selama tiga hari dengan cara mengikatnya ke radiator menggunakan borgol lalu memberinya minum obat kuat Viagra. Pada tanggal 16 maret, Olga mengusir pria itu. Pria tersebut langsung menuju ke rumah sakit dikarenakan alat kelaminnya sakit, setelah itu dia pergi ke polisi. Ketika polisi menangkap Olga, Olga mengakui perbuatannya dan mengatakan kepada polisi bahwa pria tersebut mencoba untuk merampok tokonya. Olga di tuntut kasus pemerkosaan dan pria yang menjadi korban atas perbuatan tersebut di tuntut kasus perampokan

Salah satu kasus yang dikutip dari berita Detik News.com, kasus ini merupakan kasus pertama tentang perkosaan wanita terhadap pria di Indonesia, seorang wanita bernama Emayartini alias May binti Mansyur memperkosa enam laki-laki, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Emayartini di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Enam laki-laki tersebut mengaku sebagai korban dari perkosaan yang dilakukan oleh May yang sudah terjadi sekitar bulan April 2011 hingga September 2012(News 2013). Akibat skandal yang dilakukan oleh Emayartini, para korban tersebut sampai menderita penyakit kelamin. Dalam persidangan, Emayartini mengaku sudah menyetubuhi lebih dari enam pria namun korban lainnya tidak melapor ke polisi.
Pemerkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dengan korbannya adalah pria. Meskipun beberapa kasus besar pemerkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada Pasal 285 yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Menurut Pasal tersebut, pelaku terhadap tindak pidana perkosaan berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali, baik itu pria maupun wanita, hal ini terbukti dalam kata “Barangsiapa”. Selanjutnya, unsur korban dalam Pasal 285 tersebut hanya diperuntukkan kepada pihak wanita saja, hal ini terbukti dalam kalimat “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita”. Kesimpulannya, pengaturan perkosaan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, berlaku untuk: Pria sebagai pelaku perkosaan dan Wanita sebagai Korban Perkosaan; dan Wanita sebagai pelaku perkosaan dan Wanita sebagai korban perkosaan. 

Pria tidak bisa menjadi korban pemerkosaan, karena jika pria secara fisik bisa melakukan hubungan seksual, hal itu menandakan bahwa tubuhnya dapat merasakan rangsangan yang direspon oleh kelaminnya. Pada pasal tersebut, pemerkosaan didefinisikan sebagai kekerasan seksual terhadap wanita dengan hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Tindak pidana perkosaan terhadap pria belum memiliki kejelasan dalam pengaturan perundang-undangan hukum yang pasti di Indonesia, peraturan yang ada hanya mengatur perkosaan terhadap anak laki-laki dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 
Berdasarkan latar belakang mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh wanita, untuk membatasi luasnya permasalahan maka penelitian ini akan membahas tentang konsep pemerkosaan di Asia tenggara dan perlindungan hukum terhadap pria korban perkosaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana pemerkosaan pada hukum pidana yang berlaku di Asia Tenggara serta untuk menganalisis apa perlindungan hukum terhadap pria yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2017). Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud penelitian hukum normatif: “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.”
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivism (Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio 2019). Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek di lapangan. Maka dari itu metode yang akan digunakan peneliti pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti menganalisis data berdasarkan teori-teori, konsep, pendekatan, serta interpretasi hukum guna untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.
 Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan aturan hukum dalam suatu negara dengan negara yang lainnya yang bersangkut paut dengan problematika yuridis kekurang lengkapan hukum dalam penelitian ini terkait pemerkosaan oleh wanita terhadap pria. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dimulai dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (normative legal research). Artinya bahan hukum yang akan digunakan antara lain adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier). Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Laws of Malaysia Penal Code, The Statue of The Republic of Singapore Penal Code.
Kemudian, bahan hukum sekunder yang membantu menjelaskan, menganalisis, dan membantu bahan hukum primer yaitu skripsi mengenai tindak pidana pemerkosaan,  jurnal atau penelitian tentang tindak pidana pemerkosaan, Pendapat para ahli, buku-buku, dokumen resmi, ensiklopedia hukum, dan jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap pria. Dan terakhir bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa, kamus hukum, maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.
Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap problematika yang akan dibahas dan studi pustaka dengan membaca serta mempelajari berbagai literatur yang tersedia serta peraturan perundang-undangan yang sesuai. Kemudian lanjut ke klasifikasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan berbagai pendapat para ahli. Setelah itu dipilah sesuai dengan jenis dan sifatnya, selanjutnya melakukan analisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis deduktif yang mana analisis ini memberikan penjelasan dari masalah yang umum menuju permasalahan problematika hukum yang akan dipecahkan sehingga bisa memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk permasalahan tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Tindak Pidana Perkosaan pada Hukum Pidana yang berlaku di Asia Tenggara
Negara Asean yang terdiri dari : Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Timor Leste. Dalam penelitian ini, penulis mengambil Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang akan digunakan untuk pembahasan atas permasalahan yang diangkat. Menurut KBBI, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksaan dengan kekerasan, maka perkosaan artinya suatu pelanggaran dengan kekerasan. Jika dilihat dari istilah bahasa Inggris, perkosaan adalah “rape”(KBBI 2008). Menurut Garner Bryan dalam Black’s Law Dictionary(Garner 2004) Perkosaan adalah Hubungan seksual yang melanggar hukum dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang bukan istrinya dengan menggunakan cara paksaan yang bertentangan atas kehendak pihak wanita; atau Perbuatan seksual yang melanggar hukum dengan seorang perempuan tanpa persetujuan dengan paksaan atau ancaman.
Konsep kekerasan seksual yang terdapat dalam Declaration on the Elimination of Violence against Women, disebutkan beberapa ciri-ciri yaitu: Perbuatan kekerasan seksual tersebut ditujukan kepada pihak wanita, sehingga korbannya adalah wanita; Menyerang hak-hak yang dimiliki oleh wanita; dan Menimbulkan dampak kerugian fisik maupun mental.Walaupun penjelasan tersebut berlaku dalam ruang lingkup rumah tangga, akan tetapi Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Republik Indonesia 2004), dapat digunakan sebagai rujukan dalam memahami konsep dari kekerasan seksual. Hal ini terbukti dalam Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT yang menyebutkan bahwa: “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “pemaksaan” dalam pasal tersebut merupakan unsur yang diharuskan ada dalam perbuatan kekerasan seksual. 

Penal code yang berlaku di Negara Malaysia mengatur tentang perkosaan dalam Pasal 375 yang mengatur tentang perbuatan perkosaan sebagaimana yang tertulis(Malaysia 2018):

Section 375:

A man is said to commit “rape” who, except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the following descriptions:

a) Against her will;
b) Without her consent;
c) With her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death or hurt to herself or any other person, or obtained under a misconception of fact and the man knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such misconception;
d) With her consent, when the man knows that he is not her husband, and her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married or to whom she would consent;
e) With her consent, when, at the time of giving such consent, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent;
f) With her consent, when the consent is obtained by using his position of authority over her or because of professional relationship or other relationship of trust in relation to her;
g) With or without her consent, when she is under sixteen years of age.
Substansi dalam Section 375 Penal Code diatas, terdapat beberapa bentuk perbuatan yang disebutkan sebagai perkosaan dan bisa dikenakan pidana, yaitu: Hubungan seksual yang berlawanan dengan kehendak dari pihak wanita; Hubungan seksual tanpa adanya persetujuan wanita; Hubungan seksual dengan persetujuan wanita karena ancaman atau kesalahpahaman; Hubungan seksual dengan persetujuan wanita karena percaya bahwa pihak pria akan menikahinya; Hubungan seksual dengan persetujuan diperoleh karena adanya hubungan kekuasaan atau profesi atau kepercayaan lain; dan Hubungan seksual dengan persetujuan atau tanpa persetujuan oleh wanita yang berusia sebelum 16 (enam belas) tahun. Konsep perkosaan dalam KUHP Malaysia terlihat lebih ketat, dikarenakan di Malaysia penetrasi vagina oleh penis, bagaimanapun ringannya cukup memadai untuk dikategorikan sebagai hubungan seksual yang memenuhi kriteria perkosaan.

Berbeda dengan konsep perkosaan dalam KUHP Indonesia dan negara lain (Malaysia dan Singapura). Penal code di negara tersebut merumuskan perkosaan bisa dikatakan sama dengan konsep perkosaan dalam Black Law Dictionary, bahwa hubungan seksual dengan persetujuan bukan merupakan perkosaan, walaupun persetujuan diberikan dengan terpaksa. Perkosaan di Malaysia, pelaku perkosaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perkosaan dengan persetujuan dan perkosaan tanpa persetujuan atau perkosaan yang melawan kehendak wanita. Jika dilihat dari sisi korban perkosaan, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: perkosaan yang ditujukan kepada wanita secara umum; perkosaan kepada wanita yang memiliki hubungan tertentu; perkosaan ditujukan kepada anak perempuan (Malaysia 2018).
Sedangkan, dalam KUHP Pasal 285 di Indonesia, konsep perkosaan menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika dilihat dari perumusan pasal tersebut, hubungan seksual dikatakan sebagai perkosaan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai suatu sarana untuk memaksa seorang wanita. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan harus ada. Tanpa adanya unsur tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai perkosaan. Dengan demikian, pasal tersebut tidak dapat diterapkan apabila persetubuhan dilakukan dengan cara suka rela atau atas dasar kesepakatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Tabel 1.1 
Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura

	Negara

Pengaturan
	Indonesia
	Malaysia
	Singapura

	Sumber Hukum
	Pasal 285 sampai dengan Pasal 287 KUHP tentang Kejahatan terhadap kesopanan
	Pasal 375 sampai dengan Pasal 377 Penal Code Malaysia
	Pasal 375 sampai dengan 377 Penal Code Singapore (Singapore 2008)

	Definisi Perkosaan
	KUHP tidak mendefinisikan mengenai arti perkosaan secara langsung, akan tetapi pasal yang mengatur tentang perkosaan memiliki unsur yang sama yaitu unsur “persetubuhan diluar pernikahan yang sah tanpa persetujuan korban”
	Hukum yang ada di Malaysia mendefinisikan perkosaan sebagai penetrasi penis kedalam vagina seorang wanita tanpa adanya persetujuan, dan hubungan seksual dengan atau tanpa persetujuan dari seorang wanita dibawah umur 16 (enam belas) tahun
	Perkosaan terjadi pada saat seorang pria menembus vagina wanita tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita

	Pengecualian
	Persetubuhan dengan wanita yang merupakan istri sah dari sebuah pernikahan, tidak dianggap sebagai perkosaan
	Hubungan seksual yang dilakukan pria dengan istri sah dalam pernikahan yang sah, tidak dianggap sebagai perkosaan
	Perkosaan dan penetrasi seksual dalam sebuah perkawinan yang sah bukan merupakan suatu perkosaan

	Definisi pelaku perkosaan
	Tidak terdapat definisi pelaku perkosaan secara langsung. Akan tetapi berdasarkan unsur dalam Pasal 285 KUHP, maka penulis mendefinisikan pelaku perkosaan berlaku untuk siapa saja, baik itu pria sebagai pelaku dengan kekerasan atau ancaman memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan, maupun seorang wanita sebagai pelaku perkosaan.
	Pelaku perkosaan merupakan seorang pria yang melakukan penetrasi penis kedalam vagina wanita
	Pelaku perkosaan adalah setiap pria yang menebus vagina wanita

	Korban perkosaan
	Korban perkosaan adalah seorang wanita tanpa adanya batasan usia, wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan wanita yang belum berumur 15 (lima belas) tahun
	Korban perkosaan adalah wanita yang bukan istri sah, tanpa persetujuan wanita, dan wanita dibawah umur 16 (enam belas) tahun
	Korban perkosaan adalah wanita yang bukan merupakan istri sah, wanita dibawah umur 14 (empat belas) tahun, tanpa persetujuan pihak wanita

	Pemidanaan atas Tindak Pidana Perkosaan
	Penjara maksimal 12 (dua belas) tahun untuk perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Penjara maksimal 9 (sembilan) tahun untuk perkosaan dengan wanita yang bukan merupakan istri sah, keadaan pingsan atau tidak berdaya

Penjara maksimal 9 (sembilan) tahun untuk perkosaan dengan wanita yang dibawah umur 15 (lima belas) tahun atau belum mampu kawin
	Penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda atau hukuman cambuk untuk perkosaan biasa

Penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun, dan hukuman cambuk untuk perkosaan berat

Penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan cambukan minimal 10 (sepuluh) cambukan untuk perkosaan sedarah

Hukuman mati atau penjara minimal 15 (lima belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun, dan hukuman cambuk minimal 10 (sepuluh) cambukan untuk perkosaan yang menimbulkan kematian
	Penjara hingga 20 (dua puluh) tahun, denda atau hukuman cambuk untuk perkosaan biasa

Penjara minimal 8 (delapan) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun ditambah cambukan minimal 12 (dua belas) cambukan untuk perkosaan berat dan perkosaan dibawah umur 

Penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun ditambah cambukan tidak kurang dari 12 (dua belas) cambukan untuk perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

	Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
	Penjara maksimal 12 (dua belas) tahun
	Penjara 5 (lima) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun, dan dicambuk
	Penjara 8 (delapan) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun ditambah dengan cambukan tidak kurang dari 12 (dua belas) cambukan

	Perkosaan terhadap pria
	Tidak atau belum diatur dalam KUHP di Indonesia
	Tidak atau belum diatur dalam Penal Code di Malaysia
	Tidak atau belum diatur dalam Penal Code di Singapura


Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan pemaparan tabel diatas, konsep perkosaan yang terdapat dalam aturan hukum ketiga negara tersebut (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) memiliki konsep yang sama, yaitu: dikatakan perkosaan harus adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita. Ketiga negara tersebut juga menyebutkan bahwa, suatu perkosaan tidak dianggap apabila terjadi pada pihak wanita yang merupakan isteri sah dari suatu pernikahan yang sah. Jika dikaitkan dengan pendekatan perbandingan (comparative approach), ketiga negara tersebut memiliki perbedaan pada kategori usia korban perkosaan, dimana pada KUHP yang berlaku di Indonesia tidak mengkategorikan usia pada korban perkosaan, sedangkan di Malaysia kategori usia korban adalah dibawah umur 16 (enam belas) tahun, dan di Singapura dibawah umur 14 (empat belas) tahun. Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak diatur atau belum mengatur mengenai perkosaan terhadap pria, padahal seiring berkembangnya zaman, perkosaan tidak hanya dialami oleh pihak wanita saja, tetapi juga dialami oleh pihak pria.
Perlindungan Hukum Terhadap Pria Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Perlindungan Hukum merupakan upaya untuk melindungi hak masing-masing individu untuk mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban terdapat dalam Pasal (1) angka (6) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut berlaku secara umum untuk segala bentuk perbuatan tindak pidana dan berlaku secara umum untuk pihak korban baik itu wanita ataupun pria. Ruang Lingkup dari Perlindungan Hukum yaitu perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui perangkat hukumnya, misal Peraturan Perundang-undangan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban(Indonesia 2006). 
Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban masih belum dapat untuk menjadi aturan yang melindungi pria sebagai korban pemerkosaan, dikarenakan undang-undang tersebut hanya diperuntukan untuk memperlancar proses terjadinya suatu tindak pidana sehingga belum diperuntukkan kepada korban yang sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan yang bisa meminta suatu perlindungan hanya pihak yang benar-benar mampu atau bisa mengungkap tindak pidana yang lainnya atau tersangkanya. Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita dalam suatu perbuatan tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Andi Hamzah bahwa: “Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), terdapat kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban”(Hamzah 1986).
Menurut Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 28 disebutkan berbagai hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing orang atau individu, antara lain:(Republik Indonesia 1945)
Pasal 28D angka (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum.”

Pasal 28G angka (1):
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28I angka (5):
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar hanya diperuntukkan kepada pelanggaran atau kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat saja, sedangkan tindak pidana pemerkosaan tidak termasuk kedalam pelanggaran atau kejahatan yang berat tersebut. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum(Mansur 2007). 
Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan juga dapat berupa ganti rugi, kompensasi dan restitusi. Ganti rugi merupakan sesuatu yang diberikan kepada kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang telah dideritanya(Bentham 2006). Kompensasi berbeda halnya dengan restitusi. Kompensasi muncul dari permintaan pihak korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara, sedangkan Restitusi lebih bersifat pidana, Restitusi muncul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan suatu wujud pertanggungjawaban terpidana.
Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban, terdapat asas-asas yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Asas-asas yang dimaksud yaitu:(Mansur 2007)
1. Asas Manfaat;
Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban, tetapi memberikan kemanfaatan juga bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas Keadilan;
Penerapan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 
3. Asas Keseimbangan;
Tujuan hukum di samping memberikan kepastian serta perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum;
Asas kepastian hukum memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagu aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.
Perlindungan hukum yang juga dibutuhkan oleh korban tindak pidana pemerkosaan antara lain adalah pelayanan atau bantuan medis. Bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu perbuatan tindak pidana. 
Perlindungan dalam Peraturan Perundang-undangan No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban juga mempunyai hak, dalam hal ini termasuk korban tindak pidana pemerkosaan yang disebutkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Dalam Pasal 5 angka (1) huruf (a) dan huruf (b)

“seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
Dalam Pasal 6:
“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.”

Ketentuan mengenai bantuan medis dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan oleh Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang tertuang dalam Pasal 72 huruf (c) yaitu:(Republik Indonesia 2009)
“Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.”

Hanya saja dalam Pasal 72 huruf (c) tersebut diatas hanya diperuntukkan kepada pihak wanita saja dan masih belum bisa menjadi perlindungan hukum terhadap pihak pria sebagai korban, hal in terbukti pada kalimat “…kapan dan berapa sering ingin bereproduksi”. 

Perlindungan hukum kepada pria sebagai korban atas tindak pidana pemerkosaan dapat berupa perlindungan hukum secara umum yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Negara, sesuai dengan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 5 angka (1), (2) dan (3):

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia juga diberikan oleh Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 3 angka (3):

“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.”

Hal ini diperlukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena apabila hal tersebut tidak dicantumkan, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga bisa mendorong manusia menjadi serigala untuk manusia lainnya (homo homini lupus).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk hukum kolonial Belanda. Dengan demikian disusun dengan nilai-nilai dan asas yang masih dibedakan antara masyarakat pribumi dan masyarakat kolonial. KUHP masih belum memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada pria (laki-laki) sebagai korban perkosaan. Pengaturan mengenai hak terhadap korban hanya ditemukan pada penempatan beberapa tindak pidana sebagai delik aduan. Dalam tindak pidana pemerkosaan tidak semua pasal mengatur sebagai delik aduan, aparat penegak hukum hanya menindaklanjuti kasus tindak pidana perkosaan apabila terdapat pengaduan dari korban dan keluarga.

Dalam rumusan KUHP, definisi tindak pidana pemerkosaan hanya melarang perilaku seksual tertentu berupa penetrasi penis ke dalam vagina yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengaturan perundang-undangan terkait tindak pidana perkosaan di luar dari KUHP diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang telah diatur menggunakan istilah persetubuhan. Kedua undang-undang tersebut, bentuk perbuatan yang dilarang secara lebih luas dari KUHP disertai sanksi yang jauh lebih berat dan perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan.

Tabel 1.2 
Peraturan perundang-undangan Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

	Peraturan Perundang-undangan
	Pasal
	Keterangan

	Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
	Pasal 5 angka (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g)
	Hal perlindungan terhadap korban tidak berhenti hanya sampai pada saat persidangan dipengadilan berlangsung, melainkan setelah persidangan di pengadilan selesai, korban atau saksi masih harus tetap diberikan perlindungan secara fisik maupun mental (psikis)

	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi
	Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (4), Pasal (5) angka (1) huruf (a)
	Perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi yang meliputi perlindungan fisik maupun mental (psikis)

	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
	Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288
	Pengaturan mengenai hak korban hanya ditemukan dalam penempatan beberapa tindakan pidana sebagai delik aduan


Sumber: diolah oleh penulis

Perlindungan terhadap korban tidak hanya pada saat persidangan di pengadilan berlangsung, akan tetapi setelah persidangan selesai masih harus tetap diberikan perlindungan hukum secara fisik maupun mental (psikis). Dalam Pasal 5 angka (1) huruf (h) sampai dengan huruf (m) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan yaitu:

a) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
b) Mendapatkan identitas baru;
c) Mendapatkan tempat kediaman baru;
d) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
e) Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

f) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Keberadaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu untuk yang memperlancar proses terjadinya tindak pidana, maka undang-undang tersebut belum bisa menjadi perlindungan hukum untuk korban yang sesungguhnya, dikarenakan yang benar-benar bisa mengungkap tindak pidana itu adalah tersangka atau yang lainnya. Perlindungan yang diberikan aparat terhadap korban atau saksi adalah demi kenyamanan kedua belah pihak antara penegak hukum dan korban atau saksi dalam melangsungkan proses peradilan perkara tindak pidana. .Perlindungan hukum bisa diterapkan melalui 2 (dua) cara, yaitu: Membuat peraturan (by Giving Regulation) yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subyek  hukum, dan Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui Hukum administrasi negara, berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran, baik yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan; Hukum pidana, berfungsi untuk menanggulangi (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menjatuhkan sanksi hukuman denda dan penjara; dan Hukum perdata, berfungsi untuk memulihkan hak (curative recovery) dengan membayar kompensasi ganti rugi(Vilta 2018).
Teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan diatas jika dihubungkan dengan permasalahan terkait pria sebagai korban perkosaan, maka pengaturan tentang tindak perkosaan di Indonesia telah diatur dalam KUHP. Dengan berkembangnya zaman, tindak pidana perkosaan telah dilakukan oleh seorang wanita kepada pria sehingga pengaturan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, belum dapat menjawab, apabila korban dari tindak pidana perkosaan tersebut adalah seorang pria. 
Pengaturan terkait tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 285 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
Pasal tersebut memiliki beberapa unsur dalam pembuktian suatu tindak pidana pemerkosaan, yaitu sebagai berikut:(Amrullah 2020)
1) Pelaku adalah Barangsiapa;
Artinya “Barangsiapa” dalam hal ini berlaku untuk pelaku seorang Pria maupun Wanita.
2) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
Dalam KUHP tidak mendefinisikan perbuatan seperti apa saja yang termasuk sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga penafsiran yang digunakan oleh penegak hukum merujuk kepada pendapat para ahli. 
Menurut terjemahan dari ahli R. Soesilo dalam KUHP, hanya dijelaskan bahwa unsur kekerasan dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya. Menurut pendapat R. Soesilo, mengancam seseorang dengan akan membuat seseorang tersebut pingsan atau tidak berdaya, tidak bisa disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, karena Pasal tersebut hanya menyebutkan mengenai “melakukan kekerasan” bukan membahas mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan(Soesilo 1991).
Menurut pendapat Adami Chazawi, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah ancaman kekerasan fisik diperuntukkan kepada seseorang, dimana perbuatan tersebut berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang dimungkinkan akan segera dilakukan apabila ancaman tersebut tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh pelaku perkosaan(Chazawi 2007).
3) Memaksa seorang wanita;
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata “memaksa” berasal dari kata “paksa” yang berarti “mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau”.(KBBI n.d.) Sedangkan kata “memaksa” diartikan “memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa”. 
Dapat disimpulkan bahwa unsur memaksa dalam perkosaan ditunjukkan adanya perlawanan kehendak antara pelaku dan korban, pelaku menginginkan untuk melakukan persetubuhan sedangkan korban tidak menginginkan hal tersebut. Dalam Pasal 285 KUHP jelas menyebutkan bahwa korban atas tindak pidana perkosaan adalah seorang wanita, dengan demikian apabila perkosaan itu dilakukan kepada seorang laki-laki, maka pelaku atas tindak pidana perkosaan tersebut tidak bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP.
4) Bersetubuh diluar perkawinan dengan dia (pelaku);
Kata “bersetubuh” artinya perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk keanggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya. Dalam KUHP, unsur diluar perkawinan biasanya diartikan sebagai “yang bukan isterinya”. Unsur tersebut menekankan bahwa pelaku dan korban tidak memiliki ikatan sebuah pernikahan yang sah. Dengan kata lain, persetubuhan dengan wanita yang merupakan isteri sah dari sebuah pernikahan, tidak dianggap sebagai perkosaan.
Dampak atas ketidakjelasan atau kekuranglengkapan aturan tersebut mengenai korban pria atas tindak pidana pemerkosaan, maka penulis akan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi historis untuk menjawab terkait permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini. Interpretasi atau penafsiran adalah suatu cara untuk mencari arti dan makna dalam suatu pengaturan perundang-undangan(H. Enju Juanda, S.H. 2016).
Interpretasi gramatikal (grammatikale intepretatie) merupakan penafsiran kata-kata atau istilah dalam suatu perundang-undangan menurut kaidah tata bahasa. Metode ini adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Dalam interpretasi gramatikal ini, ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan, interpretasi historis dilakukan dengan cara menafsirkan menurut sejarah hukum (rechthistorische interpretatie) artinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas suatu Pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang atau Pasal tersebut, dan sejarah perundang-undangan (wetshistorische interpretatie) dengan memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah(Sulistyono 2017).
Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “barangsiapa” sama artinya dengan siapa saja(KBBI n.d.). Sehingga dalam peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa subyek pelaku atas tindak pidana perkosaan berlaku untuk pihak wanita dan pria. Akan tetapi dalam kalimat selanjutnya terdapat tiga kata yaitu “memaksa seorang wanita”, sehingga diartikan bahwa larangan atas perbuatan tindak pidana tersebut hanya diperuntukkan kepada korban pihak wanita saja. 
Untuk kejelasan atas hal tersebut, apabila dilihat berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan Pasal-Pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” 
Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak (Indonesia 2017) . Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Dalam RUU PKS, hubungan seksual tidak hanya berarti penetrasi penis ke vagina, namun lebih luas atau dengan menggunakan benda atau anggota tubuh lainnya. Terdapat dua unsur atau elemen kunci tindak pidana perkosaan, yaitu Tindakan pemaksaan hubungan seksual dan Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Sedangkan, berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP),  dalam sub judul Perkembangan Formulasi Tindak Pidana yang ditulis pada halaman 120 s/d 121 dijelaskan bahwa, RUU KUHP berkeinginan melakukan “rekodifikasi dan reunifikasi nasional” yang menyeluruh. Rekodifikasi dan reunifikasi dilakukan dengan mengacu pada perkembangan pengaturan tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang secara khusus mengatur tindak pidana yang bersifat “kejahatan” dan tindak pidana administrasi (lihat lampiran tentang Daftar Undang-undang yang memuat ketentuan pidana dimuat pada lampiran Naskah Akademik ini). Bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional, dengan bersumber pada berbagai Konvensi yang sudah maupun yang belum diratifikasi, antara lain, Tindak pidana Penyiksaan (atas dasar ratifikasi terhadap “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” (1984); Kejahatan Perang (War Crimes) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “The International Criminal Court”; Perluasan tindak pidana Korupsi (Suap terhadap Pejabat Asing) yang bersumber pada “UN Convention Against Corruption” 2003. Memperhatikan dasar pemikiran “gender sensitive”, untuk melindungi harkat dan martabat perempuan.

Hal-hal baru yang telah disarankan untuk dimasukkan dalam tindak pidana kesusilaan adalah Inses, Persetubuhan yang mengakibatkan hamilnya wanita yang tidak bersuami, sedangkan pria yang bersangkutan tidak bersedia mengawininya. Melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama antara sesama orang dewasa, Sodomi, dan Perluasan makna perkosaan(Republik Indonesia n.d.).

Ketentuan dalam Naskah Akademik kedua RUU diatas, hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian dan makna dari kata “perkosaan”, sedangkan terkait perlindungan hukum yang diberikan untuk korban perkosaan hanya diperuntukkan kepada pihak wanita saja, hal ini terbukti dengan kalimat yang ada dalam penjelasan RUU KUHP pada poin ke-3 yaitu “untuk melindungi harkat dan martabat perempuan”.

Tokoh hukum kanonik Thomas Aquinas mengartikan definisi perkosaan sebagai penggunaan kekerasan untuk menghilangkan keperawanan. Dilihat dari pemaknaan tersebut, perkosaan pada jaman hukum kanonik akan terkait 2 (dua) unsur utama, yaitu keperawanan dan kekerasan. Paradigma keperawanan tersebut menjadi dasar mengapa hubungan seksual merupakan satu unsur utama dalam suatu perbuatan perkosaan. Pada masa kanonik perkosaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria terhadap badan wanita. Sangat jarang ditemukan perkosaan yang dilakukan oleh pihak wanita terhadap pria. Anggapan pada masa itu, pria adalah pihak yang lebih kuat jika dibandingkan dengan wanita, sehingga tidak memungkinkan seorang wanita bisa memaksa pria untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Oleh karena itu, apabila perbuatan tersebut terjadi maka akan muncul kekaburan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela atau dengan terpaksa(Akbari 2016).
Kedudukan sosial pihak wanita Indonesia pada masa kolonial sangat memprihatinkan. Pihak wanita dianggap sebagi kaum yang lemah. Tidak mengherankan jika dalam status sosial masyarakat feodal, kedudukan perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Rendahnya status sosial perempuan tersebut diperburuk oleh adat, khususnya yang menyangkut budaya pingitan yang menutup ruang gerak mereka. Perlakuan lainnya adalah poligami yang dapat menyudutkan kedudukan kaum perempuan. Apalagi jika poligami tersebut dipaksakan atau yang biasa disebut dengan kawin paksa untuk dijadikan selir dan perkawinan muda. Poligami pada waktu itu tidak hanya dijadikan istri ke-2, ke-3, atau ke-4, bahkan lebih dari itu. Ketika Indonesia memasuki masa penjajahan, kedudukan perempuan Indonesia sampai akhir abad ke-19 belum membawa perubahan berarti. Bahkan, kebijakan kolonial juga seolah membedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki(Ricklefs 2016).

Jika dihubungkan dengan interpretasi historis dalam penelitian ini, pada saat zaman Belanda, pihak wanita adalah pihak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memulai dan melakukan tindak pidana perkosaan, dalam zaman Belanda yang memiliki kekuatan untuk melakukan segala sesuatu hanya pihak pria saja. Apabila tindak pemerkosaan dilakukan oleh wanita, hal tersebut hanya dilakukan oleh seseorang yang memili kelainan saja. Tindak pidana pemerkosaan tersebut masih dianggap sesuatu hal yang sangat mustahil, jika disesuaikan dengan masyarakat Indonesia hal tersebut jarang terjadi dan tidak memungkinkan pelakunya adalah seorang wanita.

PENUTUP

Simpulan

Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki konsep perkosaan yang sama, yaitu: harus adanya unsur kekerasan, tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, terjadinya penetrasi, dan korbannya adalah wanita. Ketiga Negara tersebut juga menyebutkan bahwa, suatu perkosaan tidak dianggap apabila terjadi pada pihak wanita yang merupakan isteri sah dari suatu pernikahan yang sah. Ketiga Negara tersebut memiliki perbedaan pada kategori usia korban perkosaan, dimana pada KUHP yang berlaku di Indonesia tidak mengkategorikan usia pada korban perkosaan, sedangkan di Malaysia kategori usia korban adalah dibawah umur 16 (enam belas) tahun, dan di Singapura dibawah umur 14 (empat belas) tahun. Pengaturan terkait pemerkosaan di Indonesia, Malaysia, dan Singapore memiliki kesamaan, yaitu tidak diatur atau belum mengatur mengenai perkosaan terhadap pria.
Perlindungan hukum kepada pria sebagai korban atas tindak pidana pemerkosaan dapat berupa perlindungan hukum secara umum yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Negara, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kesehatan Pasal 5 angka (1), (2) dan (3), dimana dalam Pasal tersebut tidak mengecualikan gender baik itu wanita maupun pria. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pria juga terdapat dalam uu ham dimana dalam uu tersebut setiap orang diberikan perlidungan dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi.
Saran
a. Bagi pemerintah DPR RI agar pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 285 KUHP harus diperbaharui terkait perluasan atau kejelasan makna pada para pihak untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku wanita dan korban seorang pria. 

b. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan perlindungan hukum terhadap pria sebagai korban perkosaan harus dimasukkan dalam suatu pengaturan perundang-undangan, baik itu dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, maupun dalam undang-undang yang lainnya, mengingat hal ini terkait kepastian hukum dan sanksi pidana yang akan diberikan kepada wanita sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.
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